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Abstrak

Studi ini dilatarbelakangi oleh pentingnya efektivitas layanan perizinan berusaha melalui sistem Online Single Submission —
Risk Based Approach (OSS-RBA) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota
Kendari. Permasalahan yang dikaji adalah bagaimana efektivitas penerapan OSS-RBA dalam menunjang pelayanan publik.
Tujuan penelitian ini adalah menganalisis peranan sistem OSS-RBA dan efektivitas sistem tersebut di lingkungan DPM-
PTSP Kota Kendari. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui
wawancara terhadap pegawai DPM-PTSP dan pelaku usaha. Instrumen yang digunakan berupa pedoman wawancara. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa penerapan OSS-RBA telah berjalan cukup efektif dalam mempercepat dan menyederhanakan
proses perizinan, khususnya dalam pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB). Namun, masih terdapat kendala seperti
kurangnya pemahaman pelaku usaha terhadap sistem dan gangguan teknis dalam operasional sistem OSS. Kesimpulannya,
penerapan OSS-RBA sudah mendukung peningkatan kualitas pelayanan, tetapi masih perlu perbaikan dari sisi sosialisasi
dan pendampingan teknis. DPM-PTSP disarankan untuk meningkatkan edukasi kepada pengguna agar sistem dapat
dimanfaatkan secara optimal.

Kata Kunci: Sistem Perizinan, Penanaman Modal, Pelayananan Terpadu, Kota Kendari

1. Latar Belakang

Layanan publik merupakan dasar dan bentuk indikasi keberadaan suatu birokrasi pemerintahan.
Aktualitas birokrasi dapat tercermin dari sikap dan perilaku aparat dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk
memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pemberian pelayanan kepada masyarakat dan kesejahteraan umum
merupakan kewajiban utama bagi negara [1], [2]. Pemerintah wajib memberikan pelayanan yang memuaskan
kebutuhan khalayak publik. Pemerintah dituntut untuk berinovasi menciptakan pelayanan kepada publik yang
efektif dan efesien [3]. Melihat perkembangan dunia yang mana ilmu pengetahuan dan teknologi semakin maju,
maka semua harus bisa dimanfaatkan oleh pemerintahan Indonesia di dalam menunjang pelaksanaan pelayanan
publik di Indonesia [4]. Pelayanan perizinan merupakan salah satu bentuk pelayanan langsung yang diberikan
kepada masyarakat atau pelaku usaha. Dalam memberikan pelayanan yang prima, perlu dilakukan perbaikan
pelayanan sehingga bisa meningkatkan kepuasan masyarakat dan menciptakan daya saing investasi [5]. Menurut
Ratinah et al (2024), pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara
pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan
peraturan perundang-undangan [6]. Salah satu pelayanan publik menjadi sorotan masyarakat adalah pelayanan
publik di sektor perizinan. Perizinan mempunyai peran penting, yaitu untuk mengatur ketertiban dan sebagai alat
pengendalian pengawasan, sedangkan bagi masyarakat/pelaku usaha ialah sebagai kepastian hukum dan hak,
perlindungan kegiatan usaha dan sebagai legalitas usaha. Dengan memiliki perizinan berusaha, pelaku usaha atau
investor tidak perlu was-was atau khawatir dalam melakukan kegiatan usaha karena mempunyai legalitas berupa
izin usaha [7].

Konsep penyelenggaraan pemerintahan yang baik mulai mempengaruhi sebagian besar stakeholder
pemerintahan di pusat dan daerah. Dampaknya menumbuhkan semangat memperbaiki dan meningkatkan kinerja
manajemen pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menuangkannya ke dalam berbagai
macam kebijakan pemerintahan daerah [8]. Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah diperlukan dan relevan
untuk mendekatkan pemerintah dalam kerangka mendekatkan pelayanan ke masyarakat dan memberdayakannya.
Disadari atau tidak, setiap warga selalu berhubungan dengan aktivitas birokrasi pemerintah, keberadaannya
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menjadi suatu yang tidak bisa ditawar-tawar lagi [9]. Pelayanan birokrasi menyentuh ke berbagai segi kehidupan
masyarakat, luasnya cakupan pelayanan masyarakat yang harus dilaksanakan pemerintah, maka mau tidak mau
pemerintah harus berupaya semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik
[10]. Negara berkewajiban melayani setiap warga negara atau masyarakat untuk memenuhi hak dan kebutuhan
dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 tersebut. Tuntutan aspirasi masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik yang
berkualitas, harus menjadi perhatian bagi pemerintah [11]. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009,
Pelayanan Publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan
sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau
pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Akan tetapi kondisi pelayanan
publik saat ini belum sesuai dengan keinginan dan harapan masyarakat [12].

Seiring perkembangan kemajuan teknologi saat ini, perkembangan dan kemajuan di bidang pelayanan
publik khususnya pelayanan perizinan berusaha juga harus terus ditingkatkan demi terwujudnya optimalisasi
efektifitas dan efisiensi yang lebih baik. Inovasi-inovasi yang dilahirkan oleh pemerintah akan memberikan cara
baru dalam memberikan pelayanan publik yang efektif dan efisien [13]. Salah satu wujud inovasi pelayanan
perizinan yang dilakukan oleh pemerintah dengan memanfaatkan teknologi sebagai sarana layanan yang baik.
Pemanfaatan teknologi saat ini pada layanan perizinan yaitu diberikan dalam bentuk online dan terpusat serta
terintegrasi, memudahkan pengguna layanan perizinan secara efektif dan efisien serta tujuan akhir masyarakat
mendapatkan kepuasan publik yang diinginkan [14]. Akan tetapi, pelaksanaan pelayanan publik di Indonesia
belum dapat dikatakan memuaskan, dikarenakan masih banyak permasalahan dalam pelayanan publik khususnya
di bidang perizinan. Meskipun banyak pelaku investasi yang berbondong-bondong datang, namun hanya sedikit
yang berhasil berinvestasi, dikarenakan ketidakmampuan untuk mengeksekusi dan merealisasikan, diakibatkan
perizinan yang rumit di pusat dan daerah, sehingga membuat investor memutuskan tidak lanjut berinvestasi. Hal
ini mengindikasikan pelayanan perizinan di Indonesia masih belum baik. Masih rendahnya kualitas pelayanan di
Indonesia saat ini dapat dilihat dari laporan masyarakat yang membuat pengaduan. Apabila masyarakat banyak
melakukan pengaduan yang tidak baik terhadap pelayanan publik yang terima maka pelayanan publik belum
berjalan dengan optimal [15], [16].

Legalitas usaha menjadi fondasi penting bagi UMKM untuk berkembang dan bersaing. Nomor Induk
Berusaha (NIB) berfungsi sebagai identitas resmi dan memberikan akses terhadap berbagai program pemerintah,
seperti bantuan modal, pelatihan, hingga kemitraan bisnis. Dalam perkembangannya, pelaku usaha memerlukan
izin untuk menunjukkan bahwa bisnis mereka masih aktif beroperasi [17]. Dengan memiliki izin, pelaku usaha
diharuskan menjaga kualitas produk yang dihasilkan. Hal ini karena ketika mereka menciptakan produk atau
jasa, tanggung jawab atas produk tersebut sudah termasuk dalam perizinan. Jika terjadi kerugian bagi pihak lain,
pelaku usaha harus bertanggung jawab [18]. Keberadaan izin dari pemerintah diharapkan mampu mengurangi
kemungkinan terjadinya kesalahan. Selain berfungsi sebagai legalitas utama atas usaha, Nomor Induk Berusaha
(NIB) juga berperan penting mendukung perkembangan usaha itu sendiri [19]. Electronic government sebagai
bagian dari misi good governance atau pemerintahan yang baik, harus dapat menciptakan kinerja yang cepat,
efektif dan efisien di dalam tatanan pemerintahan disesuaikan dengan apa yang dibutuhkan oleh publik. Hal yang
sangat dibutuhkan oleh publik harus bisa dijalankan senada dengan perkembangan teknologi informasi yang kini
terus meningkat. Pelayanan publik mengalami perubahan menjadi layanan elektronik (E-service) menyesuaikan
dan menghadapi perkembangan zaman dan teknologi, kompetisi global, serta tuntutan dunia usaha yang juga
berguna untuk mencapai tingkatan kualitas pelayanan publik yang maksimal [20].

Pemerintah Indonesia saat ini telah mulai menerapkan konsep dari E-government dengan memanfaatkan
hadirnya teknologi dan telekomunikasi yang makin berkembang. Hal tersebut diwujudkan dengan menciptakan
sistem layanan perizinan berusaha berbasis risiko melalui media elektronik, yaitu Online Single Submission Risk
Based Approach (OSS-RBA) atau dikenal dengan sistem Online Single Submission (OSS) berbasis risiko [21].
Pemerintah pusat pun terus melakukan upaya perbaikan kualitas pelayanan dalam perizinan berusaha guna
mendongkrak masuknya investor dan meningkatkan investasi di Indonesia khususnya di daerah. Salah satu
upaya perbaikan dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, yang lebih dikenal dengan nama OSS RBA (Online Single Submission Risk
Based Approach). Peraturan ini merupakan upaya lanjutan atas pelayanan berusaha yang terintegrasi secara
elektronik yang telah dilakukan sebelumnya. Melalui penerapan OSS RBA, masyarakat atau pelaku usaha dapat
mengakses sistem OSS secara daring di mana pun dan kapan pun [22]. OSS merupakan upaya pemerintah dalam
menyederhanakan perizinan berusaha dan menciptakan model pelayanan perizinan terintegrasi yang cepat dan
murah, serta memberikan kepastian dalam pelayanan publik. Pemberlakuan OSS RBA ini membawa banyak
perubahan dalam pelayanan perizinan berusaha di Kota Kendari. Setelah diberlakukannya peraturan tersebut
maka seluruh perizinan berusaha berapapun modalnya dan apapun kategorinya akan diproses seluruhnya melalui
website OSS RBA. Ini berarti peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai pihak
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penyelenggara pelayanan perizinan berusaha telah bergeser. Dimana yang sebelumya memberikan pelayanan
secara luring, maka saat ini memberikan pelayanan yang bersifat daring.

Secara empiris, sejak diterapkannya OSS-RBA pada 9 Agustus 2021, sistem ini meningkatkan kinerja
dan kompetensi SDM di sektor perizinan, terutama di Kementerian Investasi/BKPM dan DPMPTSP di berbagai
daerah. Berdasarkan survei Kementerian PAN-RB (2022), 75% ASN di bidang pelayanan perizinan menyatakan
OSS-RBA mempermudah pekerjaan mereka, sementara 60% dari mereka harus mengikuti pelatihan teknologi
untuk beradaptasi dengan sistem baru [23]. OSS-RBA terbukti mempercepat proses perizinan yang sebelumnya
memakan waktu berminggu-minggu menjadi hanya beberapa hari, serta mengurangi interaksi langsung yang
berpotensi membuka celah korupsi. Implementasi OSS-RBA juga menghadapi tantangan, seperti kesenjangan
keterampilan digital di daerah terpencil, keterbatasan infrastruktur teknologi, dan adaptasi terhadap perubahan
regulasi yang dinamis. Diperlukan pelatihan SDM yang berkelanjutan, peningkatan infrastruktur digital, dan
sosialisasi sistem OSS-RBA agar manfaatnya dapat dioptimalkan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik
[24]. Beberapa studi telah mengkaji transformasi pelayanan publik melalui digitalisasi. Menurut Saksono et al
(2022), konsep e-Government menjadi pilar penting mewujudkan good governance yang efektif dan juga efisien
[25]. Pada konteks OSS-RBA, pendekatan berbasis risiko menggantikan model administratif konvensional yang
kaku dan seringkali tidak proporsional terhadap jenis usaha yang dijalankan. Sementara itu, teori New Public
Service menurut Denhardt menyatakan bahwa pelayanan publik harus berorientasi pada kepentingan masyarakat,
termasuk kemudahan akses dan pemenuhan hak warga secara demokratis [26]. Secara empiris, penelitian Rosidi
(2022) menunjukkan bahwa penerapan OSS-RBA memberikan efisiensi dalam proses pembuatan Nomor Induk
Berusaha (NIB), namun masih terdapat kendala terkait pemahaman masyarakat terhadap sistem dan perlunya
peningkatan kapasitas petugas pelayanan [15].

Pra-penelitian yang dilakukan oleh penulis menunjukkan bahwa pelaku usaha mengalami kesulitan
dalam melakukan registrasi akun dan memilih Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang sesuai.
Hal ini mengindikasikan bahwa tidak semua masyarakat mampu mengakses dan menggunakan sistem ini secara
mandiri, masih diperlukan pendampingan dari aparatur pelayanan. (Kristiani dan Maesaroh, 2024). Kesenjangan
antara kebijakan dan implementasi ini menunjukkan adanya ruang perbaikan dalam hal literasi digital, pelatihan
SDM, serta sosialisasi sistem OSS-RBA secara lebih luas. Dalam konteks lokal, khususnya di Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Kendari, belum banyak kajian yang secara spesifik
mengevaluasi efektivitas penerapan OSS-RBA dan dampaknya terhadap kualitas pelayanan publik. Penelitian ini
mempunyai nilai kebaruan menjawab gap antara kebijakan nasional dan praktik di tingkat daerah. Permasalahan
seperti kurangnya pemahaman pelaku usaha terhadap sistem, kesulitan dalam proses registrasi dan klasifikasi
usaha, serta keterbatasan pendampingan dari petugas pelayanan menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik
belum sepenuhnya optimal. Hal ini mendorong pentingnya kajian mendalam mengenai bagaimana sistem OSS-
RBA diterapkan di daerah, termasuk dalam hal kesiapan sumber daya manusia, efektivitas penggunaan teknologi
serta kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan. Berdasarkan permasalahan tersebut, studi ini bertujuan
untuk menganalisis peranan sistem OSS-RBA pada DPM-PTSP Kota Kendari, serta efektivitasnya membantu
memberikan pelayanan perizinan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang
komprehensif mengenai sejauh mana sistem OSS-RBA mendukung reformasi birokrasi di bidang perizinan dan
memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk peningkatan kualitas pelayanan publik ke depannya.

2. Metode Penelitian
2.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan dan
menganalisis secara mendalam proses penerapan sistem Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-
RBA) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSp) Kota Kendari. Pendekatan
ini dipilih karena memungkinkan peneliti mendapat pemahaman komprehensif mengenai dinamika pelaksanaan
kebijakan, tantangan yang dihadapi, dan dampaknya terhadap kualitas pelayanan publik berdasarkan pengalaman
langsung dari pelaku usaha dan aparatur pemerintah.

2.2 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan informan kunci, yaitu petugas
pelayanan di DPMPTSP, pelaku usaha yang memakai OSS-RBA, dan pihak terkait lainnya. Selain itu, observasi
lapangan dan dokumentasi juga dilakukan untuk melihat langsung bagaimana proses layanan dan kebijakan yang
berlaku, termasuk interaksi antar petugas dan masyarakat, serta penggunaan sistem. Menggunakan instrumen
penelitian yaitu pedoman wawancara yang disusun berdasarkan fokus penelitian, lembar observasi mencatat
aktivitas di lapangan, dan checklist dokumen untuk memastikan data sekunder yang dibutuhkan tersedia dan
relevan.
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2.3 Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis tematik, yaitu melalui pengelompokkan informasi
berdasarkan tema-tema utama, diantaranya kemudahan penggunaan OSS-RBA, hambatan teknis dan non-teknis,
persepsi terhadap kualitas layanan, serta efektivitas pelatihan dan pendampingan. Metode ini dipilih karena
sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin memahami secara mendalam konteks lokal implementasi OSS-RBA
serta mengungkap aspek-aspek yang belum terjangkau oleh pendekatan kualitatif. Tahapan dalam analisis
tematik ini antara lain, reduksi data, kategorisasi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan [27].

3. Hasil dan Diskusi
3.1 Efektivitas Pelakasanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada DPMPTSP Kota Kendari

Efektivitas pengajuan izin berusaha secara online melalui OSS di Kota Kendari akan dijabarkan data
yang telah diperoleh dengan pendekatan kualitatif yaitu data yang diperoleh dengan cara wawancara dengan
narasumber untuk mendapatkan gambaran sehingga dapat ditarik kesimpulan berdasarkan data diperoleh
dari beberapa informan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota
Kendari. Bagi pemahaman kepada pelaku usaha, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kota Kendari memberikan sosialisasi pada situs resminya. Pegawai telah mengikuti pelatihan dan
pendidikan yang memberikan pemahaman kepada pegawai terkait Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Kendari terkait penerapan sistem OSS. OSS berawal dari sosialisasi dilaksanakan
oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kendari sebagai upaya layanan
bantuan jika pelaku usaha belum memahami penggunaan OSS. Sosialisasi sangat bermanfaat bagi pelaku
usaha dalam membantu penerbitan izin usaha dengan kondisi bahwa belum memahami teknis penggunaan
OSSs.

Layanan yang diberikan oleh pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota
Kendari cukup baik. Namun, perlu adanya penambahan pegawai dalam memberikan layanan bantuan
penggunaan OSS. Terkait dampak, kendala, serta hambatan yang dihadapi pada penerapan sistem OSS di
Kota Kendari, masih ada masyarakat yang kurang memahami penggunaan internet, sehingga sering terjadi
salah input data ketika melakukan proses perizinan usaha. Sebagian masyarakat juga malas membaca alur
pendaftaran sistem OSS yang sudah tersedia. Disinilah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kota Kendari membantu para pelaku usaha untuk mendaftarkan izin usaha mereka. Namun, bagi
masyarakat yang paham akan penggunaan internet maka sistem OSS ini membantu penerbitan izin usahanya
menjadi sangat mudah untuk membimbing pelaku usaha dalam mengisi persyaratan pendaftaran di akun
0SS. Pemahaman penerapan OSS di kota Kendari telah tercapai namun belum terlaksana dengan maksimal.

Tabel 1. Perbandingan Pengajuan Perizinan Berusaha Sebelum dan Setelah penerapan OSS

Kategori

Sebelum OSS

Setelah OSS

Informasi Perizinan

Pengajuan Perizinan
Berusaha

Proses Pengajuan

Penerbitan Izin Usaha

Jangka Waktu
Penerbitan Izin

Dilaksanakan secara manual dan masih
sering terjadi perbedaan informasi yang
diterima masyarakat dengan informasi
yang sebenarnya

Pengajuan secara manual, menyerahkan
berbagai dokumen fisik kepada petugas
secara lengkap baru dapat proses

Tahapan pengajuan izin usaha tidak
cukup jelas disampaikan kepada pelaku
usaha, sehingga seringkali para pelaku
usaha mengalami informasi yang tidak
memadai terkait proses izin diajukan
sudah sampai tahap mana

Penerbitan izin berupa dokumentasi fisik
yang diterbitkan Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,
sehingga apabila izin sudah terbit maka
pelaku wusaha harus mengambil izin
tersebut

Jangka waktu penerbitan izin mulai dari 3
hingga 14 hari kerja

Informasi telah dijelaskan secara bertahap pada
sistem OSS secara online mulai dari proses
pembuatan akun sampai panduan pengajuan
izin usaha

Pengajuan dilakukan secara online tanpa perlu
dokumen fisik, hanya mengupload dokumen
sebagai syarat izin usaha yang ingin diterbitkan
Proses pengerjaan izin pada sistem OSS bisa
langsung dilihat dan diinformasikan kepada
pelaku wusaha, jika pelaku usaha masih
memerlukan pemenuhan komitmen sebelum
perizinan berusahanya terbit maka OSS
menginformasikan hal tersebut

Penerbitan izin usaha dalam bentuk file PDF
yang bisa di download langsung kapan saja dan
dimana saja oleh pelaku usaha pada halaman
0SS

Jangka waktu penerbitan izin jika masuk dalam
klasifikasi usaha rendah dan menengah rendah
hanya dalam waktu kurang dari 30 menit

Berlandaskan tabel 1, efektivitas penerapan sistem Online Single Submission (OSS) dalam rangka

meningkatkan pelayanan perizinan usaha di kota Kendari tercapai dan terlaksana dengan baik.
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3.2 Analisis Peranan Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada DPMPTSP Kota Kendari

Dalam upaya meningkatkan kemudahan berusaha, pemerintah Indonesia menerapkan reformasi sistem
perizinan melalui sistem Online Single Submission-Risk Based Approach (OSS-RBA). Sistem ini ialah kebijakan
nasional yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko. Adapun DPM-PTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)
kota Kendari merupakan institusi daerah yang berperan penting dalam implementasi sistem ini dalam pelayanan
publik dan investasi. Sebagaimana dinyatakan Ropiko et al. (2024), Pemerintah mengimplementasikan Online
Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA) sebagai sistem perizinan berbasis risiko menyederhanakan
proses perizinan dan mendorong kemudahan berusaha [24]. Di daerah, termasuk Kota Kendari, DPM-PTSP
menjadi ujung tombak implementasi sistem ini

Menurut Erni (2022), OSS-RBA merupakan bentuk konkret dari transformasi pelayanan publik melalui
pengintegrasian prinsip e-government dalam rangka mempercepat, menyederhanakan, serta mengefisiensi proses
perizinan [1]. Di tingkat daerah, DPM-PTSP Kota Kendari berperan sebagai pelaksana utama kebijakan ini.
Dengan adopsi OSS-RBA, maka DPM-PTSP dapat menyederhanakan proses birokrasi, mengefisiensi waktu
pelayanan, dan meningkatkan transparansi dalam pelayanan publik. OSS-RBA memungkinkan proses perizinan
secara online dan terintegrasi sehingga menghemat waktu dalam pengurusan izin usaha, meminimalkan kontak
fisik yang berpeluang menjurus pada praktik KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) dan mempercepat pelayanan
publik berbasis digital.

Sistem OSS-RBA juga mampu mengklasifikasikan kegiatan usaha berdasarkan empat kategori risiko,
yaitu rendah, menengah rendah, menengah tinggi, dan tinggi. Hal ini akan digunakan menentukan jenis perizinan
untuk dipenuhi. Usaha berisiko rendah hanya memerlukan Nomor Induk Berusaha (NIB), sementara itu, usaha
berisiko tinggi memerlukan izin tambahan seperti izin lingkungan dan teknis. Pendekatan ini memudahkan
DPM-PTSP untuk menargetkan pengawasan dan layanan yang efisien serta lebih proporsional. Klasifikasi risiko
ini adalah bentuk diferensiasi pelayanan yang mendukung efektivitas pengelolaan perizinan daerah [6]. Dalam
kaitannya dengan pengembangan ekonomi daerah, peningkatan realisasi investasi di Kota Kendari meningkat
melalui penerapan OSS-RBA. Kemudahan dan kecepatan proses perizinan berimplikasi pada peningkatan
kompetitif dalam menarik investor di tingkat daerah. Birokrasi modern harus dapat bertindak sebagai katalisator
dan fasilitator dalam pertumbuhan ekonomi, bukan sekedar menjadi regulator. Melalui peningkatan kepercayaan
pelaku usaha, akan diikuti peningkatan jumlah usaha formal yang pada gilirannya berdampak positif terhadap
pertumbuhan ekonomi lokal.

Di sisi lain, terdapat berbagai tantangan dalam penerapan OSS-RBA, antara lain masih rendahnya
literasi digital pelaku usaha, infrastruktur teknologi informasi yang masih terbatas, dan kurangnya kesiapan
Sumber Daya Manusia (SDM) internal DPM-PTSP di dalam mengoperasikan sistem baru. Transformasi digital
dalam birokrasi daerah akan lebih efektif jika didukung oleh kesiapan teknologi, sumber daya manusia, dan
literasi digital yang mendukung [16]. Meskipun demikian, OSS-RBA tetap menjadi instrumen strategis dalam
mendorong reformasi birokrasi dan transformasi digital layanan publik. Penyelenggaraan sistem ini oleh DPM-
PTSP Kota Kendari telah menghadirkan kontibusi pada peningkatan efisiensi, akuntabilitas, dan kepuasan
masyarakat. Selain itu, juga memeprkuat daya saing daerah dalam menarik investor. Sejalan dengan prinsip New
Pubic Management (NPM), pelayanan publik harus berorientasi pada hasil, efisiensi, serta kepuasan pengguna
layanan.

3.3 Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (OSS RBA) mempengaruhi efektivitas pelayanan perizinan pada
DPMPTSP Kota Kendari

Efektivitas pelayanan publik dapat diukur berdasarkan pencapaian tujuan sudah ditentukan. Pencapaian
tujuan merupakan proses yang dipengaruhi beberapa faktor, antara lain prosedur yang jelas, sosialisasi yang
memadai, dasar hukum yang kuat, serta integrasi antara kelembagaan dengan sistem. Pada konteks perizinan
berusaha, penilaian efektivitas pelayanan dapat dilihat dari kemudahan akses, kecepatan proses, dan kemampuan
sistem dalam mendukung penyelesaian perizinan secara efektif sampai tuntas [23]. Penerapan OSS-RBA yang
dilakukan DPM-PTSP Kota Kendari telah membawa kontibusi positif terhadap digitalisasi pelayanan. Proses
perizinan memungkinkan dilakukan secara daring melalui sistem ini, disertai integrasi data dengan lembaga,
sehingga mampu memangkas waktu dan biaya pengurusan izin. Akan tetapi, masih terdapat berbagai kendala di
lapangan terkait efektivitas sistem ini.

Dari sisi prosedur, masih banyak pelaku usaha mengaku kesulitan untuk memahami tahapan-tahapan
perizinan, terutama kategori usaha berisiko menengah tinggi maupun tinggi. Pemahaman yang minim karena
kurangnya sosialisasi dan keterbatasan panduan teknis yang dapat diakses. Selain itu, hasil observasi di lapangan
menunjukkan banyak pelaku usaha tidak memahami tahapan lanjutan proses perizinan, walaupun dokumen
mereka sudah diunggah ke sistem. Dalam aspek sosialisasi, DPM-PTSP telah melakukan upaya melalui media
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online seperti Instagram dan website, serta melalui konsultasi langsung. Namun, masih terbatas dalam jangkauan
dan intensitas sosialisasi, sehingga belum menjangkau seluruh pelaku usaha secara merata [8].

Aspek integrasi sistem juga menjadi tantangan pada pengimplementasian OSS-RBA. Walaupun sistem
ini dirancang terintegrasi, namun praktiknya masih ditemukan ketidakseimbangan antara data yang diajukan
dengan status perizinan. Akses data kependudukan yang terbatas, masalah perpajakan dan Kemenkumham juga
menjadi hambatan dalam verifikasi. Koordinasi antar lembaga, terutama antar petugas lintas instansi ditemukan
masih belum optimal karena kurang efektifnya kolaborasi dan juga sarana komunikasi belum tersedia. Dengan
demikian, meskipun OSS-RBA mempunyai potensi besar dalam meningkatkan efektivitas pelayanan perizinan
di DPM-PTSP Kota Kendari, penerapannya masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan teknis. Untuk
mencapai efektivitas yang optimal, diperlukan peningkatan sosialisasi, perbaikan integrasi sistem, dan penguatan
koordinasi lintas kelembagaan.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penerapan system Perizinan berusaha berbasis
risiko (OSS-RBA) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Kendari
sudah berjalan dengan maksimal, walaupun masih terdapat beberapa kendala dan hambatan yang mempengaruhi
kelancaran layanan publik seperti pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB). Meskipun demikian, keberadaan
layanan OSS-RBA memberikan dampak positif terhadap kinerja DPM-PTSP Kota Kendari, terutama dalam
mempermudah proses legalitas usaha dan percepatan layanan perizinan. Untuk meningkatkan efektivitas layanan
ke depan, terdapat potensi perbaikian dan inovasi yang bisa dilakukan, antara lain melakukan pemeliharaan rutin
terhadap koneksi jaringan agar sistem dapat berjalan optimal, serta mengadakan sosialisasi, bimbingan teknis,
atau seminar sebagai bentuk upaya peningkatan kapasitas bagi petugas layanan maupun pelaku usaha yang
terlibat.
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